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Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran
pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab
pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

K ebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam
Instruksi Bupati Nomor | tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyel enggaraan Pendidikan
Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan
kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk
Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri
diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan
pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di
kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis.

Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah
kebijakan publik. Prosesini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik
(policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3)
memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy
implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang
telah dilaksanakan.

Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang
menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila
kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapal sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang
berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang
didapat Iebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :

Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil
keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest
aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya lebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar
lembaga eksekutif dan legidatif.

Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana
kebijakan, belum efektif karena lemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang
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sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem
koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit.

Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan |ebih terfokus pada capaian program secara prosedural
sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam
tujuan kebijakannya.

Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara
sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin
akuras data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program
yang sedang berjalan.

Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan
keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan
secaramaksimal.

Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagal berikut :<br>1. Pengambilan kebijakan
Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan
lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.<br>2. Kebijakan publik harus mampu
mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang
memadahi.<br>3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan
pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan
mendatang.<br>4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan
cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pel aksanaannya sehingga kebijakan mencapal sasaran
kebijakan secara tepat.<br>5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipas aktif
stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of
education’s budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Loca autonomy canon
number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's
responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's
instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of
student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal
from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation
exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public
school isdiscriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make aideato
lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in
Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in
Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education
policy.

Dunn make 5 (five) standard of stagesin process of making and implementation a public policy. This
process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various
policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented (
policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure



and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of atarget is achieved. Education
policy can be said as success if that policy can accomplish atarget that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic
research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method,
gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's
orientation isto policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making
actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legidative.
Second, capability of county government employee, especialy in Dinas Pendidikan as Policy implementer,
has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy
implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program
implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum
preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving
priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).
Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that
implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data
become ineffective in program devel opment and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those
stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research aso give someideas. There are:<br>1. Policy making by county government in define
policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.<br>2. Public
policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization
adequately.<br>3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and
other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,<br>4. Public policy as
priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its
implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.<br>5. Impact of a public policy can
push active participation of policy stakeholders regarding the next policy devel opment.



